
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
NOMOR 2:70 /KE.P /-20\l 

TENTANG 

PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH TARU MARTANI 

Menimbang           ; 

Mengingat              ; 

TAHUN BUKU 2010 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

a. bahwa berdasarkan Pasal 42 Peraturan Daerah Provinsi Daerah lstimewa
Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Taru Martani
Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta disebutkan bahwa Laporan Tahunan
(Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba) Perusahaan Daerah Taru Martani
dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan Akuntansi Negara atau Akuntan
Publik;

b. bahwa Perusahaan Daerah Taru Martani telah diaudit berdasarkan Laporan
Auditor lndependen Hadori Sugiarto Adi & Rekan (HSAR) atas Laporan
Perusahaan Daerah Taru Martani Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta
untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 Nomor
013/LA-PDTM/IV/2011 tanggal 29 April 2011 ;

c. bahwa berdasarkan Pasal 43 Peraturan Daerah Provinsi Daerah lstimewa
Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Taru Martani
Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta disebutkan bahwa selambat­
lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir Laporan keuangan
Tahunan (Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba) disampaikan oleh Direksi
kepada Kepala Daerah untuk mendapat pengesahan Kepala Daerah setelah
mendapat pertimbangan Badan Pengawas;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubemur tentang
Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Daerah Taru Martani
Tahun Buku 2010.

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
lstimewa Jogjakarta (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah lstimewa Jogjakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 827);






